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Abstrak : Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
pihak  Pekerja dan pihak perusahaan dalam hal ini Hotel Andalucia harus 
selalu menjaga hubungan baik dan tetap mengacu pada perjanjian kerja 
yang telah disepakati. Serta terhadap Wanprestasi, adapun tata cara 
penyelesainnya, yaitu pihak pengelola memberikan teguran lisan, jika tidak 
diindahkan atau masih melanggar lagi maka dilanjutkan dengan teguran 
tertulis hingga sampai ketingkat pemecatan terhadap pekerja yang telah 
melanggar perjanjian yang telah disepakati atau disetujui tersebut.  
 
Kata Kunci : Perjanjian, Kerja Waktu Tertentu, Hotel Andalusia 
 
PENDAHULUAN 
Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM merupakan 
bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena kualitas 
dan peran SDM secara besar yang akan menentukan arah serta tujuan dan 
keberhasilan dari pembangunan nasional. Pembangunan terhadap 
ketenagakerjaan merupakan bagian dari pengembangan pembangunan 
SDM, dalam rangka menjalankan roda pembangunan di Negara Indonesia 
tercinta ini. 
Indonesia adalah negara yang besar yang mempunyai jumlah 
penduduk yang juga sangat besar. Dengan kata lain, Indonesia mempunyai 
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jumlah SDM atau tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga merupakan 
suatu kekuatan yang besar untuk melakukan pembangunan. Akan tetapi 
banyaknya SDM atau tenaga kerja yang ada harus juga diimbangi dengan 
banyaknya lapangan usaha atau tempat bekerja. Karena apabila tenaga 
kerja lebih banyak dari lapangan kerja, maka akan timbul pengangguran 
yang justru akan berdampak buruk dan memberatkan bagi perekonomian 
negara.2 
Bidang ketenagakerjaan diantaranya mengatur tentang hubungan 
kerja antara pemberi kerja dengan pekerja, dimana pemberi kerja 
memberikan perintah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pekerja, dan 
pekerja akan diberi upah sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang telah 
dilakukannya. 
Bekerja merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 
mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi semua kebutuhan 
hidupnya. Dalam usaha untuk mendapatkan penghasilan tersebut, 
seseorang pasti akan memerlukan orang lain dalam hubungan saling bantu-
membantu dan saling tukar bantu dalam memberikan segala apa yang telah 
dimiliki dan menerima segala apa yang masih diperlukan dari orang lain. 
Seseorang yang kurang memiliki modal atau penghasilan inilah yang akan 
                                                             
2Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Alumni, 2009, 
hal. 4 
 
Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian….. Ariyanto 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2015 93 
 
memerlukan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan kepadanya, 
setidaknya sebatas kemampuan.3 
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa hubungan kerja 
terbentuk sebagai akibat kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. 
Kesepakatan tersebut dicapai setelah kedua belah pihak berbicara/ 
bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan dibuat dan berdasarkan 
atas kemauan kedua belah pihak. Kesepakatan itu kemudian menimbulkan 
hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang membuatnya tersebut. 
Kesepakatan tersebut merupakan awal dari terciptanya perjanjian kerja 
yang akhirnya melahirkan hubungan kerja.Perjanjian kerja4 adalah suatu 
perjanjian yang dibuat antara pekerja secara perorangan dengan 
pengusaha yang pada intinya memuat hak dan kewajiban masing-masing 
pihak. 
Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial 
antara pemilik modal dengan pekerja. Perkembangan dunia usaha sangat 
bergantung kepada adanya hubungan industrial yang baik, karena semakin 
baik hubungan industrial maka biasanya juga berdampak dengan semakin 
baiknya perkembangan dunia usaha. Perkembangan ekonomi global dan 
teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan 
usaha yang begitu ketat dan secara efek domino juga berdampak terhadap 
                                                             
3J. Satrio, Hukum Perjanjian, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2004, hal. 
11 
4Suwarto, Hubungan Industrial Dalam Praktek, Cet. I, Penerbit Asosiasi 
Hubungan Industrial Indonesia (AHII), Jakarta, 2003,  hal. 42. 
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bidang ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya terjadi 
gejolak dalam bidang dunia usaha dan ketenagakerjaan sebagai 
dampaknya. 
Keadaan tersebut semakin terlihat jelas setelah terjadinya krisis 
moneter pada pertengahan tahun 1997/1998 di negara tercinta Indonesia 
ini, dimana banyak perusahaan yang akhirnya kesulitan dalam bidang 
permodalan dan bahkan banyak yang akhirnya bangkrut dan menutup 
usahanya. Dengan  sendirinya hal ini juga mempengaruhi terhadap bidang 
ketenagakerjaan, yaitu dengan bertambah banyaknya pengangguran yang 
terjadi, baik sebagai akibat revitalisasi perusahaan sebagai akibat 
kurangnya modal melalui pengurangan jumlah karyawan ataupun akibat 
penutupan usaha itu sendiri. 
Disamping itu jumlah pekerja/tenaga kerja yang semakin bertambah 
tiap tahunnya tidak diikuti dengan bertambahnya ketersediaan lapangan 
kerja, sehingga akhirnya malah membuat jumlah pengangguran menjadi 
semakin banyak, yang tentunya baik secara langsung maupun tidak 
langsung berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. Selain itu 
banyaknya jumlah orang yang tidak bekerja/ menganggur juga 
menimbulkan masalah dan dampak yang sangat besar. Karena dengan 
banyaknya pihak yang menganggur berarti lapangan kerja yang tersedia 
sedikit dan berarti juga unit produksi yang ada juga sedikit. 
Sedikitnya produksi tentu akan menurunkan pertumbuhan 
perekonomian secara umum. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dengan 
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sendirinya berdampak terhadap jumlah kemiskinan yang akan meningkat 
dan tentunya akan diiringi dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang 
terjadi sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masing-masing 
anggota masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan, pengangguran 
merupakan permasalahan besar dalam bidang ketenagakerjaan. 
Untuk menghadapi dan mengatasi semua hal di atas, pemerintah 
setelah krisis moneter tahun 1997/ 1998 mulai melakukan reformasi dalam 
segala bidang, termasuk bidang hukum ketenagakerjaan. Reformasi 
mengandung makna/ pengertian untuk memperbaiki kekurangan 
sebelumnya kemudian dijalankan ke arah perbaikan menuju ke tingkat 
kesempurnaan.5 
Reformasi dalam bidang hukum ketenagakerjaan dilakukan dengan 
tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu tenaga kerja serta 
kesejahteraan tenaga kerja. Reformasi di bidang hukum ketenagakerjaan 
diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 
tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Kemudian diikuti dengan keluarnya 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta 
keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. 
Akan tetapi dalam pelaksanaannya pada waktu sekarang ini, tujuan 
dari reformasi peraturan hukum di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan 
dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap 
                                                             
5R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hal. 32 
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buruh/perkeja serta untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 
yaitu untuk melakukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan untuk meningkatkan 
harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat 
sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spritual belum 
berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. 
Penyebab terjadinya akibat tersebut terdapat berbagai faktor, antara 
lain adalah perkembangan perekonomian yang demikian cepat. Sehingga 
perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang serba lebih baik, 
akan tetapi dengan biaya yang lebih murah sehingga dapat menghasilkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibatnya banyak perusahaan yang 
mengubah struktur manajemen perusahaan mereka agar menjadi lebih 
efektif dan efisien, serta biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam 
melakukan kegiatan produksinya lebih kecil, dimana salah satunya adalah 
dengan cara memborongkan pekerjaan kepada pihak lain atau dengan cara 
mempekerjakan pekerja/buruh dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu yang selanjutnya disebut sebagai PKWT.6 
Dengan menerapkan sistem PKWT tersebut, biaya yang dikeluarkan 
perusahaan untuk suatu pekerjaan menjadi lebih kecil, karena perusahaan 
tidak harus memiliki tenaga kerja/pekerja dalam jumlah yang 
banyak.Sebagaimana diketahui apabila perusahaan memiliki pekerja yang 
                                                             
6A. Ridwan Halim, Sari Hukum Perburuhan, PT. Pradanya Paramita, 
Jakarta, 2001, hal. 11 
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banyak, maka perusahaan harus memberikan berbagai tunjangan untuk 
kesejahteraan para pekerja, seperti tunjangan pemeliharaan kesehatan, 
tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK), tunjangan penghargaan kerja 
dan sebagainya.Akan tetapi dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan 
sistem PKWT, maka biaya tersebut dapat ditekan.7 
Sebenarnya tidak ada larangan hukum bagi perusahaan untuk 
menerapkan PKWT, karena semua itu sudah diatur secara jelas dan tegas 
oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dikenal dua bentuk perjanjian kerja yang berdasarkan 
waktu, yaitu PKWTdan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 
Hal yang menimbulkan permasalahan adalah banyaknya terjadi 
pelanggaran dalam penerapan sistem PKWT. Dimana banyak terjadi 
penyimpangan terhadap pelaksanaan aturan PKWT, atau dengan kata lain 
PKWT yang dilaksanakan tidak sesuai atau bahkan tidak mengacu kepada 
aturan PKWT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. 
PKWT merupakan hubungan hukum yang berlaku secara mengikat, 
karena berkaitan dengan  hak dan kewajiban masing-masing pihak.8 
Dengan adanya hak dan kewajiban dari para pihak maka diharapkan apa 
yang telah disepakati dalam perjanjian dapat berjalan dengan baik, inilah 
                                                             
7Ibid, hal. 12 
8Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, PT. Bale, Bandung, 
2006, hal. 27 
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harapan dari suatu hubungan hukum antara para pihak.9 Namun pada 
kenyataannya terdapat penyimpangan-penyimpangan dari tujuan awal 
terjadinya perjanjian dimaksud. 
Kita ketahui bersama bahwa seiring dengan pelaksanaan sebuah 
perjanjian tidak selamanya berjalan dengan baik, artinya segala sesuatu 
yang disepakati atau yang diperjanjikan tidak dapat dipenuhi bahkan tidak 
sampai pada tujuan awal dari sebuah perjanjian.Tentu hal tersebut dapat 
mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, karena tidak sesuai dengan 
perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak di awal perjanjian dibuat. 
Wanperstasi atau ingkar janji adalah masalah sering terjadi dalam 
suatu hubungan hukum walaupun kedua belah pihak berusaha untuk 
melakukan prestasi dalam suatu perjanjian, misalnya; terlambat memenuhi 
prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi, dan tidak sama sekali 
memenuhi prestasi.10 Untuk menunjuk seseorang yang melakukan 
wanprestasi atau tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian, 
terkadang sulit dikarenakan dalam sebuah perjanjian sering kali kita jumpai 
tidak terdapat kapan salah satu pihak harus melakukan presatasi sesuai 
perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.11 
Atas dasar uraian tersebut di atas, Peneliti tertarik untuk 
mengadakan kajian terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
                                                             
9Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
2005, hal. 21 
10Sobardo Hamonangan, Hukum Perdata II (Hukum Perikatan), Materi 
Kuliah Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Jayapura, hal. 18 
11Ibid, hal. 19 
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(PKWT) Pada Hotel Andalucia Di Kota Jayapura, serta Penyelesaian 
Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) Pada Hotel Andalucia Di Kota Jayapura. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Perjanjian 
Suatu perjanjian dapat juga dinamakan persetujuan karena adanya 
dua pihak yang setuju untuk melaksanakan sesuatu atau dapat juga 
dikatakan bahwa dua perkataan itu (perjanjian dan persetujuan) adalah 
sama artinya.12 Untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan 
perjanjian dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam 
pasal 1313 KUHPerdata, yaitu : 
a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perjanjian adalah 
persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau 
lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut 
dipersetujuan itu. 
b. Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 
menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih. 
Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa Perjanjian 
adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 
                                                             
12Wirjono Projodikoro, Op Cit, hal.45 
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mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 
kekayaan.13 
 
Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 
Mengenai syarat syahnya perjanjian ini terdapat dalam Pasal 1320 
KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata syarat – syarat 
sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :14 
a. Ada persetujuan kehendak antara pihak – pihak yang membuat 
perjanjian (konsensus). 
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara 
pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh 
pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Sebelum 
adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan 
(negoitiation) dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak 
yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian 
pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai 
persetujuan. Kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas 
maupun diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang 
dikehendaki oleh para pihak tersebut. 
                                                             
13Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Alumni, Bandung, 2002, 
hal. 33 
14Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), SinarGrafika, 
Jakarta, 2001, hal. 29 
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Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada 
paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan 
kemauan sukarela para pihak. Dalam pengertian persetujuan 
kehendak termasuk pula tidak adanya kekhilafan dan penipuan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, dijelaskan bahwa dikatakan tidak adanya paksaan itu apabila 
orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, 
baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-
nakuti, misalnya akan membuka rahasia sehingga orang tersebut 
terpaksa menyetujui perjanjian. 
Akibat hukum tidak adanya persetujuan kehendak (karena 
paksaan, kekhilafan, maupun penipuan) adalah bahwa perjanjian itu 
dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Menurut ketentuan 
Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pembatalan 
dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, dalam hal 
terdapat paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dan dalam 
hal terdapat kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya 
kekhilafan dan penipuan itu 
b. Kecakapan para pihak 
Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek 
hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan 
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perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai 
umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. 
Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata dikatakan bahwa 
orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang 
belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan wanita 
yang bersuami. Akan tetapi menurut hukum Indonesia sekarang wanita 
bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum.  
Akibat hukum ketidak cakapan dalam membuat perjanjian 
adalah bahwa perjanjian yang dibuat dapat dimitakan pembatalannya 
kepada hakim.  Jika pembatalan itu tidak dimintakan oleh pihak yang 
tidak berkepentingan maka perjanjian itu tetap berlaku bagi para pihak.   
c. Suatu hal atau objek tertentu 
Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, objek 
perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu 
atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan 
d. Adanya suatu sebab yang halal (causa) 
Kata causa berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Sebab 
adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat 
perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
mengartikan causa yang halal bukanlah sebab dalam arti yang 
menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan 
sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan 
yang hendak dicapai oleh para pihak. 
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Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memperdulikan 
apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang 
diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang itu ialah “isi perjanjian 
itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak 
serta isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak 
bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. 
Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah 
bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Dan apabila perjanjian yang 
dibuat itu tanpa causa atau sebab maka dianggap tidak pernah ada 
(Pasal 1335 KUHPerdata). 
Pihak yang melanggar perjanjian diharuskan membayar ganti 
kerugian (Pasal 1243), perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266) 
dan menanggung beban resiko (Pasal 1237 ayat 2). 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah:15 
a. Ada pihak yang saling berjanji; 
b. Ada persetujuan; 
c. Ada tujuan yang hendak dicapai; 
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk 
melaksanakan obyek perjanjian; 
e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis); 
                                                             
15Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Penerbit 
Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 13 
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f. Ada syarat tertentu, yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi 
obyek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap. 
 
Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah kesepakatan kerja 
antara pekerja dengan pengusaha, yang diadakan untuk waktu atau untuk 
pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja tertentu diadakan karena jenis sifat 
pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian kerja tersebut, memang 
mengharuskan demikian. Maka para pihak, yaitu pengusaha dan pekerja 
dalam membuat perjanjian kerja untuk dijadikan dasar hubungan kerja atas 
pekerjaan tersebut, adalah wajar jika dalam pembuatan dilakukan dalam 
perjanjian kerja waktu tertentu karena memang pekerjaan yang menjadi 
obyek perjanjian tersebut menurut sifat dan jenisnya dalam waktu tertentu 
akan habis. Oleh karena itu ada suatu kecenderungan dari para pengusaha, 
yang berusaha sebisa mungkin untuk menerapkan ketentuan tentang 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dalam hal penyelenggaraan 
perjanjian kerja untuk dibuat dengan perjanjian baik untuk waktu atau 
pekerjaan tertentu. 
Menurut ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Republik Indonesia Nomor 05/MEN/1986 yang menyatakan bahwa 
kesepakatan kerja untuk waktu tertentu hanya diadakan untuk pekerjaan 
tertentu yang menurut sifanya, jenis dan kegiatannya adalah selesai dalam 
waktu tertentu. 
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Pengertian Hukum Ketenagakerjaan. 
Dalam hukum ketenagakerjaan terdapat istilah beragam seperti 
buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan dan pengusaha. Guna 
memahami istilah tersebut , berikut akan dibahas satu per satu. 
Istilah buruh sejak dahulu sudah populer dan kini masih sering 
dipakai dengan sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang 
memperjuangkan program organisasinya.16 Istilah pekerja dalam praktek  
sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja 
kontrak, pekerja borongan, pekerja honorer, pekerja harian, pekerja tetap 
dan sebagainya. Sedangkan istilah karyawan atau pegawai sering dipakai 
untuk data administrasi.  
Sedangkan istilah buruh secara tegas yang terdapat dalam 4 (empat) 
Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang 
Pengawasan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 
tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh serta Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyamakan istilah buruh 
dengan pekerja. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung 
pengertian yang bersifat umum yaitu, setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri maupun masyarakat. 
                                                             
16H. R. Abdurrahman,  Hukum Ketenagakerjaan (hukum perburuhan) yang 
telah di revisi Restu Agung : Jakarta, 2008, hal. 19 
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Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 pasal 
1 angka 6 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 3 tentang Ketenagakerjaan, 
memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang 
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (pasal 1 
ayat 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.  Di sini jelas pengertiannya 
terkait dalam hubungan kerja, bukan diluar hubungan kerja perihal 
pengertian majikan atau pengusaha terkadang juga membingungkan 
sebagian masyarakat, tetapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1975 yaitu, Majikan ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan 
buruh. 
Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1992  pasal 1 
angka 3 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 
13 tahun 2003 pasal 1 angka 5 tentang Ketenagakerjaan, pengertian 
pengusaha di jabarkan yaitu, Orang, persekutuan atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau Orang, persekutuan atau 
badan hukum yang secara sendiri berdiri sendiri menjalankan perusahaan 
bukan miliknya, dan atau Orang, persekutuan atau badan hukum yang 
berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar 
wilayah Indonesia. Konotasi istilah majikan cenderung terkesan negatif dan 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Pengertian istilah 
pengusaha tampaknya lebih luas dari pada majikan, perbedaannya, jika 
pengusaha belum tentu majikan, dan majikan belum tentu pengusaha. 
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Pengertian hukum ketenagakerjaan yang dulunya disebut hukum 
perburuhan atau arbeiddrechtssama dengan pengertian hukum itu sendiri, 
yakni masih beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing ahli 
hukum. Tidak satupun batasan pengertian itu dapat memuaskan karena 
masing-masing ahli hukum mempunyai alasan tersendiri dan melihat dari 
sudut pandang yang berbeda, akibatnya pengertian yang dibuatnya tentu 
berbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. 
Mengingat istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang sangat luas 
dan untuk menghindarkan adanya kesalahan persepsi terhadap 
penggunaan istilah lain yang kurang sesuai dengan tuntutan 
perkembangan hubungan industrial maka hukum ketenagakerjaan lebih 
tepat dibanding istilah hukum perburuhan. 
Dengan demikian hukum ketenagakerjaan adalah aturan hukum 
yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan 
segala konsekuensinya. Perlu diingat pula bahwa ruang lingkup 
ketenagakerjaan tidak sempit, terbatas atau sederhana. Kenyataan dalam 
praktek sangat kompleks dan multidimensi, sehingga tidak saja mengatur 
hubungan kerja, tetapi meliputi pengaturan di luar hubungan kerja, serta 
perlu diindahkan oleh semua pihak dan perlu adanya perlindungan pihak 
ketiga, yaitu penguasa (pemerintah) bila ada pihak-pihak yang dirugikan. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 3 
menegaskan kembali bahwa pembangunan ketenagakerjaan 
diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas 
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sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada 
dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas 
demokrasi, asas adil dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan 
ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai 
pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh 
karenanya pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam 
bentuk kerja sama yang saling mendukung. Jadi asas hukum 
ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsioanal 
lintas sektoral pusat dan daerah.  Hal ini dapat diartikan bahwa hukum 
ketenagkerjaan harus menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan bagi 
pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi, untuk mencapai 
ketenangan bekerja dan keberlangsungan berusaha, dengan 
dilatarbelakangi adanya pengalaman yang kerap kali terjadi kesewenang-
wenangan perusahaan terhadap pekerja atau buruh maka untuk itu 
diperlukan hukum secara komprehensif dari pihak ketiga (pemerintah). 
 
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Hotel 
Andalucia Di Kota Jayapura. 
 
Hotel Andalucia Kota Jayapura dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT) selalu dan senantiasa mengacu kepada perjanjian 
yang telah dibuat dan disepakati atau disetujui antara pihak Hotel dalam hal 
ini Hotel Andalucia Kota Jayapura dengan pihak pekerja. 
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Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan 
perusahaan yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja.  Perjanjian kerja 
dapat dibuat dalam bentuk lisan ataupun tertulis.  Secara normatif, bentuk 
tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, perusahaan dan 
pekerja, sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu proses 
pembuktian. 
Jika ditinjau dari jangka waktu perjanjian kerja, maka perjanjian kerja 
dapat dibagi atas dua bentuk, yaitu perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu 
tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu yang berlaku dan 
perjanjian kerja untuk waktu yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya 
atau selesainya pekerjaan tertentu.  Perjanjian kerja yang dibuat untuk 
jangka waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau 
pekerjaan tidak tetap. Status pekerjaannya adalah pekerja kontrak atau 
pekerja tidak tetap. 
Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu 
yang tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan 
status pekerjaannya adalah pekerja tetap. 
Hotel Andalucia  dan  pekerja dalam mengadakan hubungan kerja 
selama waktu tertentu harus memperhatikan Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja No. Per-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu tertentu 
(KKWT). Yang mana didalamnya telah diatur beberapa ketentuan yang 
mesti diperhatikan sehubungan dengan pekerjaan tidak tetap, yaitu: 
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1. Kesepakatan kerja (perjanjian kerja) dibuat tertulis dengan 
menggunakan bahasa Indonesia dengan tulisan latin (pasal 2). 
2. Dalam perjanjian kerja tidak boleh dipersyaratkan adanya masa 
percobaan. Apabila dalam perjanjian kerja ternyata dicantumkan masa 
percobaan, maka masa percobaan tersebut batal demi hukum (pasal 3). 
3. Kesepakatan kerja untuk waktu tertentu hanya diadakan untuk 
pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis, atau kegiatannya akan 
selesai dalam jangka waktu tertentu (pasal 4 ayat 3). 
4. Pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah: 
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya; 
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelasaiannya dalam waktu tidak 
terlalu  lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. Pekerjaan yang bersifat musiman atau berulang kali; 
d. Pekerjaan yang bukan merupakan kegiatan yang bersifat tetap dan 
tidak terputus-putus; 
e. Pekerjaan yang berhubungan dengan prodak baru, kegiatan baru, 
atau tambahan yang masih dalam percoban ata penjajagan (pasal 
4ayat 4). 
5. Pekerjaan yang didasarkana atas jangka waktu tertentu dapat diadakan 
paling lama 2 tahun.  Perjanjian kerja ini hanya boleh diperpanjang satu 
kali untuk paling lama dalam waktu sama, dengan ketentuan jumlah 
seluruh waktu perjanjian kerja itu tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. 
Apabila perjanjian kerja ini hendak diperpanjang, maka selambat-
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lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja berakhir, pihak 
perusahaan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada 
pekerja yang bersangkutan untuk memperpanjang perjanjian kerja 
tersebut. Perjanjian kerja yang didasarkan atas pekerjaan tertentu tidak 
boleh berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun (pasal 8). 
6. Perjanijian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan 30 (tiga 
puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja yang lama.  
Pemebaruan perjanjian kerja hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali paling 
lama untuk jangka waktu yang sama tidak melebihi dari 2 (dua) tahun.  
Perjanjian kerja yang telah diperbaharui tidak dapat diperpanjang lagi 
(pasal 10). 
7. Perjanjian kerja yang ternyata bertentangan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, ayat (3) dan ayat (4), 
Pasal 8, dan Pasal 10, maka perjanjian kerja (kesepakatan kerja) untuk 
waktu tertentu berubah menjadi Kesepakatan Kerja Tidak Tertentu 
(pasal 11). 
8. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu berakhir demi hukum dengan 
berakhirnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja atau denagn 
selesainya pekerjaan yang disepakati (pasal 11).  
Adapun isi perjanjian kerja pada Hotel Andalucia di Kota Jayapura, 
Perjanjian Kerja Waktu tertentu, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara 
sah oleh General Manager Hotel Andalucia, selanjutnya dalam perjanjian 
ini disebut sebagai Pihak Pertama dengan Pekerja. Dalam hal ini bertindak 
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untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut 
Pihak Kedua. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tugas pekerjaan dengan jangka 
waktu tertentu, pihak pertama bermaksud mempekerjakan pihak kedua. 
2. Bahwa setelah diadakan proses seleksi calon karyawan, evaluasi 
kinerja serta melihat performansi kinerja oleh pihak kedua ternyata 
memenuhi persyaratan dan dinyatakan dapat dikontrak, diperpanjang 
dan atau diperbaharui kontrak kerjanya dalam jangka waktu tertentu 
dengan bidang tugas yang ditetapkan oleh pihak pertama.  
 
Penyelesaian Terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Hotel Andalucia kota Jayapura.  
 
Dalam hubungan kerja sama pada suatu perusahaan dalam hal ini 
Hotel Andalucia, selalu menekankan kedisiplinan kerja untuk meningkatkan 
kualitas kerja. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak perusahaan dalam 
hal ini General Manager Hotel Andalucia tidak segan-segan akan menindak 
dengan tegas bagi yang melakukan wanprestasi hal ini sesuai dengan 
penyataan Ahmad Khadirin sebagai kepala Operasional Manager Hotel 
Andalucia. Menurutnya salah satu contoh wanprestasi adalah persoalan 
waktu kerja, Hotel Andalucia menetapkan waktu kerja dibagi 3 (tiga) sift 
yakni, sift pagi antara pukul 07.00-17.00, sift sore antara pukul 17.00-23.00, 
dan sift malam antara pukul 23.00-07.00, nah  bagi staf atau perkeja di Hotel 
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Andalucia harus mampu melaksanakan peraturan tersebut jika tidak maka 
terjadilah wanprestasi dan hal ini akan ditindak dengan tegas  baik secara 
lisan maupun lewat surat teguran dan jika terjadi berulang-ulang maka 
sanksinya adalah pemecatan. 
Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi setiap pekerja 
agar dalam melaksanakan setiap perkejaannya selalu mengacu kepada 
peraturan yang telah disepakati bersama. 
Menurut Rosidi Rachim sebagai General Manager, adapun tata 
cara penyelesaian permasalahan terhadap wanprestasi pada Hotel 
Andalucia Kota Jayapura, yaitu 
1. Pihak pengelola Hotel Andalucia akan memanggil pekerja yang telah 
melanggar perjanjian yang telah disepakati tersebut untuk menegur 
secara lisan pertama, kedua maupun ketiga atau sebanyak tiga kali; 
2. Jika pada point pertama pekerja tersebut tidak mengindahkan atau 
masih melanggar lagi perjanjian tersebut, maka pihak pengelola Hotel 
Andalucia memberikan teguran secara tertulis kepada pekerja tersebut 
sebanyak tiga kali; 
3. Jika pekerja tersebut tidak mengindahkan atau melanggar lagi 
perjanjian tersebut, maka pihak pengelola hotel Andalucia Kota Jayaura 
mengeluarkan surat pemecatan bagi pekerja tersebut. 
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PENUTUP 
Kesimpulan 
Bahwa Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
pihak  Pekerja dan pihak perusahaan dalam hal ini Hotel Andalucia harus 
selalu menjaga hubungan baik dan tetap mengacu pada perjanjian kerja 
yang telah disepakati. Serta terhadap Wanprestasi, adapun tata cara 
penyelesainnya, yaitu pihak pengelola memberikan teguran lisan, jika tidak 
diindahkan atau masih melanggar lagi maka dilanjutkan dengan teguran 
tertulis hingga sampai ketingkat pemecatan terhadap pekerja yang telah 
melanggar perjanjian yang telah disepakati atau disetujui tersebut.  
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